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ANALISIS INVESTASI PEMERINTAH, INVESTASI SWASTA
DAN KUNJUNGAN WISATAWAN TERHADAP
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEKTOR
PARIWISATA

(Studi Kasus di Kota Bandung Tahun 2008 - 2015)

Rakhmat Haryono
Lulusan Magister Manajemen Koperasi Indonesia

Heri Nugraha
Institut Manajemen Koperasi Indonesia

1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kota Bandung periode 2013 — 2018 memapar-
kan visi Kota Bandung menjadi “Kota Bandung
Bermartabat (Bersih, Makmur, Taat dan
Bersahabat)”, salah satu misi Kota Bandung
adalah mengembangkan perekonomian Kota
Bandung yang berdaya saing dengan sasaran
“Terwujudnya Pariwisata Yang Berdaya Saing”.

Tabel 1.
Perbandingan Kontribusi Sektor Pariwisata
Antara Kota Bandung, Provinsi Yogyakarta
dan Provinsi Bali Periode 2012 - 2014

Kontribusi Pariwisata
Daerah
2012 2013 2014
Kota Bandung 7.51% 7.71% 7.97%
Yogyakarta 11,72% | 11,84% 11,98%
Bali 20,86% | 21,04% 21,02%

Sumber ' Kompilasi Kota Bandung dalam Angka. 2015.
Provinsi DI Yogyakarta Dalam Angka.2015. Provinsi Bali
dalam Angka. 2015

Perkembangan kontribusi Sektor Pariwisata
Kota Bandung dari tahun 2012-2014 dapat
dikatakan mengalami perlambatan, kondisi ini
terjadi karena pariwisata Kota Bandung masih
memiliki hambatan dalam pengembangan
parkir pariwisata, antara lain, kondisi jalan yang
sering macet, ketersediaan lahan parkir yang
masih kurang, permasalahan kebersihan kota
yang kurang terjaga, sarana transportasi
angkutan umum masih belum optimal, kurang-
nya sarana prasarana pariwisata yang mema-
dai, aktfivitas dan perencanaan pariwisata
belum optimal, (Tribunnews.2012 dan Repu-
blika. 2016). Jika dibandingkan dengan

kontribusi sektor Pariwisata Provinsi Yogya-
karta dan Provinsi Bali, Kota Bandung masih
tertinggal, pariwisata di provinsi Yogyakarta dan
provinsi Bali menduduki ranking pertama.

Dengan berlakunya undang-undang
mengenai pajak dan retribusi daerah No 91
tahun 2010, peran pemda dalam pengelolaan
anggaran pembangunan menjadi lebih besar,
dapat pula dikatakan terjadi transfer fiskal dari
Pusat ke Daerah. Artinya kebijakan alokasi
anggaran yang tadinya dilakukan oleh
Pemerintah Pusat, baik dari aspek perenca-
naan, pelaksanaan dan pengawasan kemudian
dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Tabel 2
Penerimaan Asli Daerah Kota Bandung
Tahun 2005 - 2014
(dalam Rp 000)

55 8 § 5

£z | °F | 55¢
2005 | 225506| 834.223| 32580000| 1.092.399.641
2006 | 255300| 1139843|  2749000] 1397.891625
2007 | 267556 1097.176| 301213229| 1685944883
2008 | 314627| 1360460| 343.754.125| 2018.841.348
2009 | 360066( 1486.375| 555988204 2402420239
2010 441.871| 1459245| 530052488 2440.168.433
2011 | 834596| 1405393 8753080.880| 10993069315
2012 [1.407758| 1818.170| 1.818.170.049| 5.044.099.204
2013 [1442775| 1778972| 1778972208] 5000719654
2014 | 1762952 2011271] 2011270787] 5785493801

Sumber: Kota Bandung Dalam Angka. 2005-2014
)




124 Coopetition Vol ViI, Nomor 2, November 2016, 123 -126

Menurut penelitian Hirawan, bahwa selama
ini Pendapatan Asli Daerah secara keselu-
ruhan masih merupakan, bagian yang relatif
kecil dan bahkan hanya sekitar 4% dari
keseluruhan penerimaan negara (Insukindro,
Dick., 2004:2). Sebagai contoh, proporsi pene-
rimaan daerah terhadap APBD di Kota
Bandung selama kurun waktu 2012 sampai
tahun 2013 dapat dilihat dalam Tabel 2 di atas.

Tabel 3.
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota
Bandung Periode 2012 - 2014

c e
= c ; © s =
= = E |x Fc

e | 2 |EE| £ |25 (85 £
S, agl = agags =,

& LSk g | &
2005 1204 | 1533 | 029 | 1733 | 5400 | 101
2006 2704 | 2184 | 697 | 1585 | 2608 | 223
2007 3716 | 2623 | 1148 | 1485 | 7221 305

2008 3040 | 2658 | 933 | 777 | 2344 247
2009 2468 | 2688 | 750 | 178 | 37.18 197
2010 2513 | 2448 | B39 | 390 | 3215 1,95
2011 3191 | 2297 | 885 | 522 | 2900 1,94
2012 3418 | 2356 | 820 | 427 | 28,06 173
2013 3588 | 2400 | 764 | 35 | 2735 1,58

2014 3721 | 2434 | 720| 300 | 2680 1,45
Sumber: Kota Bandung Dalam Angka. 2004 - 2015

Dalam tabel 2 dan tabel 3. terlihat rata-rata
pertumbuhan pajak hotel Kota Bandung pada
periode 2005-2014 sebesar 29,96 persen,
pajak restoran sebesar 23,62 persen, pajak
hiburan sebesar 7,59 persen, pajak reklame
sebesar 7,75 persen, pajak penerangan jalan
sebesar 29,13 persen, dan rata-rata pertum-
buhan pajak parkir sebesar 1,94 persen.

Bertitik tolak dari fakta-fakta di atas maka
perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui
faktor-faktor yang mempengaruhi PAD Sektor
Pariwisata Kota Bandung dengan judul:
“Analisis Investasi Pemerintah, Investasi
Swasta dan Kunjungan Wisatawan Terhadap
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sektor
Pariwisata(Studi Kasus Di Kota Bandung
Tahun 2008 — 2015)".

2. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN
Maksud penelitian ini adalah menganalisis

Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata

Kota Bandung. Sedangkan tujuanpenelitian:

1. Menganalisis pengaruh investasi pemerintah
terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor
Pariwisata di Kota Bandung.

2. Menganalisis pengaruh investasi swasta
terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor
Pariwisata di Kota Bandung.

3. Menganalisis pengaruh kunjungan
wisatawan terhadap Pendapatan Asli
Daerah Sektor Pariwisata di Kota Bandung.

4. Menganalisis upaya pemerintah Kota
Bandung mengelola Pendapatan Asli
Daerah Sektor Pariwisata.

3. HASIL PENELITIAN
3.1. Hubungan Variabel Investasi Pemerintah

Terhadap PAD Sektor Pariwisata

Investasi pemerintah yang dikeluarkan pada
sektor pariwisata akan memberikan manfaat
terhadap keberlangsungan pariwisata tersebut.
Secara umum investasi pemerintah diarahkan
untuk menjalankan perekonomian. Hanya
bagian kecil saja dalam aktivitas pariwisata
infrastrukturnya yang dibangun oleh pemerin-
tah. Secara langsung investasi pemerintah
pada sektor pariwisata bisa berbentuk pem-
bangunan infrastruktur pendukung sektor pari-
wisata, perijinan, pendidikan, moneter, fiskal,
promosi, peraturan perundang-undangan guna
mendukung pengembangan pariwisata.

Melihat kondisi dan potensi DTW di Kota
Bandung maka pemerintah perlu melakukan
pengembangan pariwisata untuk bisa mening-
katkan pendapatan daerah dan kesejahteraan
masyarakat. Menurut Sujai (2011), Tingkat
pertumbuhan yang tinggi di sektor pariwisata
membutuhkan investasi yang cukup besar baik
investasi pemerintah maupun investasi swasta.
Oleh karena itu, dukungan pemerintah untuk
meningkatkan iklim investasi di sektor pariwi-
sata ini sangat penting.

3.2. Hubungan Variabel Investasi Swasta
Terhadap PAD Sektor Pariwisata
Investasi yang dilakukan oleh pihak swasta
di sektor pariwisata lebih banyak dilakukan
pada pembangunan Hotel dan Akomodasi
lainnya. Data Pembentukan Modal Tetap Bruto
Kota Bandung menunjukkan nilai PMTB dari
tahun 2008 sampai dengan tahun 2015
menunjukkan peningkatan sebesar 11,3 persen
per tahun sebaliknya investasi pemerintah pada
sector pariwisata pada periode yang sama
hanya 5,9 persen per tahun. Komposisi
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terbesar PMTB Kota Bandung dibentuk dari
investasi swasta, Hal ini antara lain disebabkan
oleh minimnya dan terbatasnya- anggaran
pemerintah utamanya anggaran pembangunan,
disamping upaya pemerintah memberikan
peluang seluas-luasnya kepada dunia usaha
dan swasta untuk berkiprah dan melakukan
investasi di sector pariwisata ini. Kondisi ini
merupakan dampak dari perkembangan
pariwisata yang semakin pesat di Kota
Bandung. Investor dapat melihat jumlah
kunjungan wisatawan ke Kota Bandung dari
tahun ke tahun terus mengalami peningkatan
yang signifikan.

Berkembangnya usaha di bidang akomodasi
& makan minum, dan perdagangan di Kota
Bandung dampak dari perkembangan dunia
pariwisata dapat memberikan manfaat bagi
peningkatan kesejahteraan masyarakat
khususnya masyarakat Kota Bandung dan
dapat meningkatkan penerimaan daerah
melalui pajak dan retribusi daerah yang
dihimpun oleh pemerintah daerah Kota
Bandung. Berdasarkan penelitian yang
dilakukan oleh Arief Hartoko (2009), investasi
sarana pariwisata berpengaruh positif terhadap
pendapatan daerah dari sektor pariwisata.
Dengan tersedianya akomodasi pariwisata
yang memadai akan menarik wisatawan untuk
berkunjung. Pembayaran yang dilakukan oleh
wisatawan untuk akomodasi seperti hotel
restoran, hiburan akan meningkatkan jumiah
penerimaan pajak hotel, restoran, hiburan bagi
pemerintah daerah tujuan wisata setempat
yang notabene merupakan salah satu
komponen dari PAD industri pariwisata.

3.3. Hubungan Variabel Kunjungan
Wisatawan Terhadap PAD Sektor
Pariwisata

Kunjungan wisatawan memiliki pengaruh
yang sangat besar terhadap pengembangan
industri pariwisata khususnya di Kota Bandung.

Rantetadung (2012) menyatakan bahwa penga-

ruh kunjungan wisatawan sangat berarti untuk.

pengembangan industri pariwisata dan
pendapatan asli daerah sehingga wisatawan
domestik maupun wisatawan mancanegara
tertarik untuk berkunjung. Adanya dukungan
alokasi dana dari pemerintah setiap tahunnya
menjadikan sektor pariwisata mengembangkan
tempat wisata agar banyak dikunjungi oleh
wisatawan. Banyaknya wisatawan yang

berkunjung menjadikan sektor pariwisata
berpotensi meningkatkan pendapatan asli
daerah.

Keberhasilan pengembangan pariwisata di
Kota Bandung akan memberikan dampak yang
positif kepada penerimaan daerah dan wisata-
wan itu sendiri. Menurut Marpaung (2002)
perkembangan kepariwisataan bertujuan mem-
berikan keuntungan baik bagi wisatawan
maupun warga setempat. Pariwisata dapat
memberikan kehidupan yang standar kepada
warga setempat melalui keuntungan ekonomi
yang didapat dari tempat tujuan wisata. Dalam
perkembangan infrastruktur dan fasilitas
rekreasi, keduanya menguntungkan wisatawan
dan warga setempat, sebaliknya kepariwisa-
taan dikembangkan melalui penyediaan tempat
tujuan wisata. Hal tersebut dilakukan melalui
pemeliharaan kebudayaan, sejarah dan taraf
perkembangan ekonomi dan suatu tempat
tujuan wisata yang masuk dalam pendapatan
untuk wisatawan akibatnya akan menjadikan
pengalaman yang unik dari tempat wisata.

4. UPAYA PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH SEKTOR PARIWISATA

Salah satu upaya untuk meningkatkan
penerimaan daerah yaitu dengan mengoptimal-
kan potensi dalam industri pariwisata. Pari-
wisata merupakan salah satu sumber penda-
patan yang penting bagi suatu Negara atau
lebih khusus lagi pemerintah daerah. Keter-
kaitan industri pariwisata dengan penerimaan
daerah berjalan melalui jalur Pendapatan Asli

Daerah (PAD) industri- pariwisata. Menurut

Riska (2013), peranan pariwisata dalam

pembangunan Negara pada umumnya dan

daerah pada khususnya secara garis besarnya
berintikan tiga segi, yaitu segi ekonomis

(sumber devisa dan pajak-pajak), segi sosial

(penciptaan lapangan kerja), dan segi

kebudayaan (memperkenalkan kebuda-yaan

kita kepada wisatawan-wisatawan asing).

5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil *analisis data dan
pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal
sebagai berikut: 11
1. Variabel investasi pemerintah memiliki
pengaruh yang signifikan pengaruhnya
terhadap penerimaan pajak hotel, pajak
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restoran, pajak hiburan dan pajak reklame
dengan tingkat signifikasn sebesar 95%.

2. Variabel investasi syasta memiliki pengaruh
yang signifikan pengaruhnya terhadap
penerimaan pajak . hotel, pajak restoran,
pajak hiburan dan pajak reklame dengan
tingkat signifikasn sebesar 95%.

3. Variabel kunjungan wisatawan memiliki
pengaruh yang signifikan pengaruhnya
terhadap penerimaan pajak hotel, pajak
restoran, pajak hiburan dan pajak reklame
dengan tingkat signifikasn sebesar 95%.

6. SARAN

1. Dalam peningkatan Pendapatan Asli Dae-
rah pemerintah diharapkan dapat melaku-
kan program intensifikasi dan ekstensifikasi
pajak daerah sehingga perolehan pajak
daerah dapat meningkat sesuai dengan
target.

2. Pengembangan sektor pariwisata di Kota
Bandung dapat dilakukan dengan mengem-
bangkan objek - wisata yang tidak
membutuhkan modal besar tetapi memiliki
pengaruh yang besar terhadap kesejah-
teraan masyarakat
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